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A. Pendahuluan
a. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan dan penempatan pegawai yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan akan menimbulkan  
pemborosan (inefisiensi dan inefektivitas) di sana-
sini. Oleh  karena  itu  proses  pengangkatan dan pen-
empatan perlu menjadi perhatian semua pihak, teru-
tama pengambil kebijakan agar dalam menjalankan 
rencana kerja Pemerintah  Kabupaten  Bolaang Mon-
gondow Utara  terjadi  efisiensi dan efektifitas kerja.

Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam 
jabatan struktural dilakukan dengan mempertim-
bangkan  faktor-faktor pendidikan dan pelatihan ja-
batan, kompetensi,  serta masa jabatan seorang PNS 
sejak pengangkatan  pertama dalam jabatan tertentu 
sampai dengan pensiun. Namun demikian dalam 

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara mempunyai kaitan langsung dengan proses pengangkatan dan penempatan 
yang dilakukan  pada awal seseorang  menduduki  jabatan  tertentu. Pengangkatan 

dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menimbulkan pembo-
rosan (inefisiensi dan inefektivitas) di sana-sini. Oleh karena itu proses  pengangkatan dan  
penempatan  perlu  menjadi perhatian   semua   pihak,  terutama pengambil kebijakan agar 
dalam menjalankan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  terjadi  
efisiensi dan efektifitas kerja. Pelaksanaan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural 
dalam prakteknya sering tidak sesuai dengan peraturan. Hal inilah yang sering menimbulkan  
masalah  kepegawaian  antara lain rasa tidak senang dengan pejabat yang diangkat karena 
merasa pengangkatan tersebut tidak adil. Rasa tidak senang ini sering kali berakibat menu-
runnya tingkat kerja sama dengan pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya pekerjaan 
yang menjadi tanggung jawab bersama antara pegawai yang bersangkutan dengan pejabat 
tersebut menjadi  kurang  baik hasilnya. Selain itu sering ada rasa kurang puas dari pegawai 
yang lain yang akhirnya  berakibat  pada  menurunnya prestasi kerja karyawan.
Sangat menarik untuk mengkaji lebih jauh persoalan Rolling Pejabat terutama efektivitasnya 
dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal ini penulis akan mengambil lokasi peng-
kajian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
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kenyataannya, syarat-syarat yang ditetapkan untuk  
pengangkatan  pejabat dalam jabatan struktural tidak 
hanya murni berdasarkan penilaian atas bobot tugas, 
tanggung jawab dan wewenang tetapi kadang justru 
malah lebih ditentukan karena faktor di luar hal terse-
but, antara lain kedekatan pegawai dengan pimpinan

Pelaksanaan pengangkatan pegawai dalam 
jabatan struktural dalam prakteknya sering tidak ses-
uai dengan peraturan. Hal inilah yang sering menim-
bulkan  masalah  kepegawaian  antara lain rasa tidak  
senang  dengan pejabat yang diangkat karena merasa 
pengangkatan tersebut tidak adil. Rasa tidak senang 
ini sering kali berakibat menurunnya tingkat kerja 
sama dengan pejabat yang bersangkutan sehingga 
akhirnya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 
bersama antara pegawai yang bersangkutan dengan 
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pejabat tersebut  menjadi  kurang  baik hasilnya.  Se-
lain  itu sering  ada rasa kurang puas  dari  pegawai  
yang  lain  yang  akhirnya  berakibat  pada  menurun-
nya prestasi kerja karyawan.

Atas dasar pemikiran diatas maka sangat 
menarik untuk mengkaji lebih jauh persoalan Roll-
ing Pejabat terutama efektivitasnya dalam mening-
katkan kinerja pemerintah dalam hal ini penulis akan 
mengambil lokasi pengkajian di Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara.

b. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas 

Rolling Pejabat dalam Meningkatkan Kinerja Pemer-
intah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

c. Metode Penelitian
Penelitian untuk skripsi ini dilakukan dengan 

metode deskriptif kualitatif, yang digambarkan oleh 
Hadari Nawawi, sebagai prosedur pemecahan ma-
salah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subyek ataupun obyek peneli-
tian pada saat penelitian dilakukan dengan mendasar-
kan diri pada fakta-fakta yang tarnpak sebagaimana 
adanya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Sistem Pendayagunaan SDM Aparatur

Pengelolaan kepegawaian pada dasarnya ber-
tujuan untuk mengelola atau mengatur sehingga ke-
mampuan pegawai dapat lebih ditingkatkan supaya 
lebih berdaya guna dan berhasil guna  yang  pada  
akhirnya  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  dan  
pembangunan  yang  menjadi tanggung jawabnya 
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kenaikan pangkat dan golongan serta jabatan 
dalam jalur karier merupakan refleksi dari mening-
katnya kompetensi, tanggung jawab, prestasi kerja 
dan juga gaji/tunjangan yang diterima.

Pengembangan pola karier berbasis kom-
petensi terkait erat dengan sistem penilaian kinerja 
dan sistem pengembangan pegawai, karena dari hasil 
penilaian kinerja tersebut akan dapat diperoleh peta 
kompetensi pegawai sehingga dapat diidentifikasi 
kebutuhan pengembangannya.

Penilaian kinerja dapat diidentifikasi kom-
petensi atau keahlian apa yang dibutuhkan pegawai 
untuk dapat melaksanakan tugasnya. Kebutuhan ini 
akan dipenuhi dengan berbagai program pengemban-
gan pegawai baik berupa diklat maupun non diklat, 
misalnya mutasi. Dengan konsep ini maka pengem-
bangan kompetensi dapat sesuai dengan kebutuhan 
nyata organisasi.

b. Roling dan Mutasi Pejabat Pemerintahan di 
Bolmong Utara

Totabuanews.com, 2012, Bupati Bolaang 
Mongondow Utara (Bolmut), Drs Hi Hamdan Datun-
solang MM, kamis (27/12/2012) kemarin, melantik 
sekaligus melakukan sumpah janji kepada 4 pejabat 
Eselon II dan Eselon III di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bolmut. Pelantikan itu sendiri digelar di 
aula kantor bupati Bolmut.

Keempat pejabat yang dilantik yakni, Drs 
Faridudin Gumohung yang sebelumnya Kadisnaker-
trans, kini menjabat Asisten II Ekonomi dan Pem-
bangunan Setdakab. Selain itu, Drs Hardimas Lenda 
yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPMD, 
kini mengisi posisi jabatan sebagai Asisten III Ad-
ministrasi umum Setdakab. Sementara, posisi Kepala 
BPMD digantikan oleh Azhar Abdul Latif Hasana 
SSos MSi, sedangkan Ambo Razak SIP, mengisi 
posisi jabatan baru Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Trasmigrasi.

Harian Komentar, 2012, Pemerintah Kabu-
paten Bolmong Utara (Bolmut) tengah melakukan 
pengkajian mengenai usulan penambahan dan pen-
gurangan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) untuk disesuaikan dengan fungsi dan kebu-
tuhan yang ada.

30 Maret 2011 Bupati Bolmut Drs Hi Ham-
dan Datunsolang MM dalam meningkatkan kinerja 
aparat, kembali melakukan mutasi pejabat. Mutasi 
ini dilaksanakan Selasa (28/3), kemarin di ruang 
sidang Dekab Bolmut. Berdasarkan data yang di-
rangkum koran ini mutasi tahap 3, antara lain Camat 
Sangkub Samaun Van Gobel SPdi diangkat menjadi 
Sekretaris Dinas Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), Ir Kamariah MSi sebelumnya Ka-
bid Kelembagaan BP4K diangkat Sekretaris Disper-
tanak.

Sementara itu Bupati dalam arahannya men-
gatakan bahwa promosi, mutasi maupun rotasi wajar 
dilakukan di sebuah pemerintahan. Hal ini dilakukan 
untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa. Bahkan orang nomor satu ini mengakui 
itu sebagai kebutuhan untuk menunjang kinerja. ter-
hadap semua Pejabat yang dilantik diminta untuk 
bekerja dengan sebaik-baiknya. Jabatan yang diberi-
kan katannya akan terus dievaluasi, dan dia berjanji 
hanya akan memberikan posisi berdasarkan kinerja. 

c. Peran Roling dan Rotasi Pejabat
a. Sebagai Sarana Evaluasi Penugasan Pejabat
b. Sebagai sarana meningkatkan produktivitas kerja.
c. Sebagai sarana pembinaan PNS
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d. Kepentingan Publik. 
e. Ekses Tidak Adanya Rotasi 
f. Mutasi, Promosi, Demosi, dan Peningkatan Kerja

Kebijakan untuk melakukan mutasi meru-
pakan sesuatu yang sangat normatif. Dalam urusan 
mutasi, kebijakan kepala daerah dalam melakukan 
mutasi disadari sebagai sesuatu yang mutlak dilaku-
kan.

Promosi adalah penghargaan dengan kenai-
kan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi 
baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah 
(swasta). Hal inilah yang banyak diusahakan oleh 
kalangan pekerja agar bias menjadi lebih baik dari 
jabatan yang sebelumnya ia jabat.

Lain halnya dengan demosi, demosi adalah 
penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa 
dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya adalah 
keteledoran dalam bekerja. Demosi adalah suatu 
hal yang sangat dihindari oleh setiap pekerja karena 
dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji. 

Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa 
mutasi bukanlah suatu hukuman melainkan bentuk 
perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping 
perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam 
seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja 
pemerintahan.

Sedangkan promosi dan demosi sendiri 
adalah dua hal yang barkaitan yang saling berkeba-
likan satu sama lain. Dimana promosi berarti pening-
katan, sedangkan demosi adalah penurunan. Meski-
pun demikian, kedua hal inilah yang juga memotivasi 
karyawan disuatu instansi untuk terus beruasaha dan 
meningkatkan kinerjanya.

Mutasi, promosi, dan demosi adalah tiga hal 
yang berkaitan dalam memotivasi diri dari karyawan 
untuk meningkatkan kinerjanya. Mereka berlomba-
lomba untuk jadi yang terbaik dan memperoleh tem-
pat atau jabatan yang lebih baik. Namun, hal inipun 
harus dibarengi dengan kerja sama antar karyawan, 
dengan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. 

Menurut hasil pengamatan peneliti, pemerin-
tah Bolaang Mongondow Utara adalah bahwa kin-
erja pejabat belum menunjukkan peningkatan terha-
dap pencapaian kinerja yang diharapkan organisasi,  
ini  disebabkan  budaya organisasi  yang  belum  
sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar dari pega-
wai, disamping faktor rotasi pekerjaan yang cend-
erung mengabaikan terhadap keahlian yang dimiliki 
masing-masing pegawai atau pejabat, sehingga  ber-
dampak terhadap  pencapaian kinerja yang diharap-
kan oleh organisasi. 

e. Kinerja Pejabat Pemerintah Hasil Roling Pe-
jabat 

Penelitian melihat kinerja pejabat pemerintah 
hasil mutasi atau roling pejabat pada beberapa in-
stansi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, be-
berapa informan diwawancarai dapat dilihat dengan 
indikator kinerja di bawah ini :

1. Kualitas Hasil Pekerjaan 
a. Kesesuaian Tugas dengan Rencana dan Kebutuhan

Melky (35 th), tokoh masyarakat Bolaang 
Mongondow Utara, mengatakan sebagian pejabat 
baru bekerja dengan baik, namun sebagian lagi tidak 
seperti yang diharapkan karena kompetensi kerjanya 
tidak diperhatikan sewaktu mengisi jabatan baru. 
“Karena kedekatan dengan orang penting dalam 
pemerintah kabupaten, maka pejabat tersebut yang 
dinilai banyak bermasalah dan tidak memiliki sum-
ber daya manusia yang baik tetapi dapat mengisi ja-
batan tersebut” kata Melky.
b. Kesesuaian Hasil Pekerjaan dengan Prosedur

Prosedur sangat diperlukan dalam suatu pe-
kerjaan karena dengan menggunakan   prosedur 
maka dapat diketahui  arahan yang  jelas mengenai 
sasaran yang harus dicapai.

Mulyono (39 th), PNS di salah satu instansi 
terdapat pejabat hasil rotasi, mengungkapkan bahwa 
karena pejabat hasil rotasi di kantornya tidak me-
mahami prosedur operasi pengaturan dan pelayanan 
pada dinasnya. “Kami mengharapkan dia bisa men-
gelola pelayanan umum dengan baik, akan tetapi ha-
rapan tersebut tidak terealisasi”, ungkap Mulyono.

2. Kuantitas Hasil Pekerjaan
Karena besarnya volume pekerjaan yang ha-

rus diselesaikan mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan 
tidak mampu terselesaikan tepat pada waktunya. Ber-
dasarkan hasil penelitian tentang bagaimana kemam-
puan menyelesaikan seluruh jumlah pekerjaan yang 
ditugaskan oleh pimpinan ternyata persentase terbe-
sar mengatakan mereka kurang mampu yang artinya 
masuk dalam kategori kurang baik, hal ini dapat dili-
hat antara lain dari pegawai dalam menyelesaikan  
pekerjaan masih banyak yang belum tepat waktu atau 
tidak sesuai prosedur seperti yang dituangkan dalam 
hal ini dibuktikan dengan keluhan masyarakat men-
genai penyelesaian pekerjaan yang terlalu lama.

3. Efisiensi Kerja
Efisiensi kerja yang dimaksud meliputi peng-

gunaan atas waktu, tenaga dan biaya dalam sebuah 
pekerjaan.

Alam (36 th) memberikan penilaian terhadap 
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pejabat pemerintah BOLMUT hasil mutasi atau ro-
tasi “Pelayanan dalam instansinya ketika terjadi pe-
rubahan atau rotasi, mengalami peningkatan kecepa-
tan dalam pengurusan sesuatu oleh masyarakat”

Penelitian di lapangan mengenai hal ini, 
Bekerjasama  dengan  rekan-rekan sekerja  dalam  
menyelesaikan tugas sehari-hari di kantor diharapkan 
akan memperingan beban tugas pekerjaan. Berdasar-
kan hasil penelitian   untuk melihat secara keseluru-
han tingkat efisiensi pegawai dalam menyelesaikan 
tugas sehari-hari dapat dilihat masuk dalam kategori 
sangat baik, hal ini dapat dilihat dari proses penyele-
saian pekerjaannya akan selalu berhubungan, karena 
semua pekerjaan untuk menyelesaikan 1 (satu) out 
put pelayanan melibatkan semua pegawai dalam satu  
sub  seksi,  satu  seksi  atau  antar  seksi  dalam  me-
nyelesaikan pekerjaan” Kata Alam yang juga sebagai 
aktivis LSM dan Tokoh Masyarakat di Bolmut.

4. Kemampuan Kerjasama
Hubungan komunikasi yang lancar akan 

menciptakan suasana kerja yang nyaman. Berdasar-
kan hasil penelitian dari informan dalam instansi pe-
jabat bersangkutan bahwa secara keseluruhan  komu-
nikasi  yang digunakan  ditempat  kerja dapat dilihat 
masuk kategori baik

5. Inisiatif
Seorang pejabat perlu memiliki inisiatif 

sendiri untuk terus belajar dan mengambil  keputusan 
dalam menyelesaikan  suatu pekerjaan.

6. Keandalan/Tanggung jawab
Berdasarkan hasil penelitian kepada beberpa 

informan pegawai negeri pada SKPD dari pejabat 
yang baru menempati jabatannya ternyata persentase 
terbesar responden  mengatakan  kurang  sesuai. Arti-
nya hasil atau output yang dihasilkan  oleh pegawai  
belum sesuai dengan tugas yang diberikan. Sehubun-
gan  dengan volume pekerjaan  di Kantor pemerintah 
sangat padat dengan pegawai yang ada tentu saja ti-
dak sesuai dengan yang diharapkan.

7. Pengarahan
Dorongan (motif)  dari pimpinan dalam 

mempengaruhi pekerjaan persentase terbesar yaitu 
sebesar mengatakan besar. Artinya pimpinan besar 
memberikan dorongan (motif) dalam mempengaruhi 
pekerjaan. 

f.  Hasil Akhir dari Kinerja Pejabat Pemerintahan 
yang Diroling

Berdasarkan hasil penelitian  di atas menge-

nai kinerja pejabat oleh informan yang berasal dari 
masyarakat dan pegawai negeri, masing-masing  kat-
egori  jawaban  mengenai  kinerja  pejabat hasil rotasi 
yang  ada  di beberapa SKPD dapat  dicermati  ber-
dasarkan hasil penelitian di atas, kinerja pejabat se-
cara keseluruhan masuk  dalam  kategori  baik tetapi  
sebagian kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 
tugas yang dikerjakan pegawai masih belum sesuai 
dengan rencana, perintah. Hasil  atau  output  yang  
dikerjakan  masih  kurang sesuai  dengan  prose-
dur  yang  telah  ditetapkan dimana  pegawai  belum 
mampu menyelesaikan seluruh jumlah pekerjaan 
yang ditugaskan oleh pimpinan  padahal  waktu yang 
digunakan  untuk  penyelesaian  tugas sudah efisien, 
kerjasama dengan teman sudah baik,  komunikasi  
telah  berjalan dengan efektif. Dalam bekerja masih 
diperlukan adanya instruksi tambahan oleh pimpinan 
dan hasil masih kurang sesuai dengan tugas yang di-
berikan serta tugas-tugas masih belum dikuasai den-
gan baik.

Kemampuan pejabat pemerintahan baru yang 
ada pada SKPD dan pemerintah Kabupaten Bolmut 
memberikan sumbangan yang kecil terhadap kinerja, 
terbukti mereka yang memiliki kemampuan rendah 
saja persentase terbesar kinerjanya tinggi, mereka 
yang memiliki kemampuan yang tinggi, kinerja yang 
dihasilkan persentase terbesar adalah rendah, tetapi 
mereka yang memiliki kemampuan  sangat tinggi 
mereka semua menghasilkan  kinerja yang sangat 
tinggi pula.

Korelasi antara motivasi kerja  dengan kin-
erja setelah diteliti artinya motivasi kerja berkorelasi 
positip dan sangat signifikant terhadap kinerja.

C. PENUTUP
a. Kesimpulan

Pengaruh Rotasi atau Rolling pekerjaan Ter-
hadap Motivasi Kerja Serta Implikasinya Terhadap 
Kinerja Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rotasi pekerjaan secara bersama-sama ber-
pengaruh terhadap motivasi dan kinerja kerja Peja-
bat Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara, baik pengaruh kinerja yang baik maupun kin-
erja yang kurang baik. Pengaruh kedua faktor ini 
terhadap motivasi kerja Pejabat Pemerintahan Ka-
bupaten Bolaang Mongondow Utara adalah cukup 
besar, artinya perubahan didasarkan motivasi kerja 
dapat dijelaskan oleh perubahan dari faktor perilaku 
organisasi  serta  rotasi  pekerjaan, sedangkan sele-
bihnya dijelaskan oleh faktor lain. Faktor lain yang 
berpengaruh terhadap motivasi antara lain, kepuasan 
kerja, kepemimpinan,  lingkungan kerja  maupun 
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faktor kompensasi.
b. Saran-Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja Peja-
bat Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara, diharapkan pergantian atau rotasi jabatan ha-
rus perlu dilihat kemampuannya dan komitmennya 
untuk melakukan yang terbaik.
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